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TEliTANG 


BESARAli PEliGBASILA.li TETAP, TUliJAliGAN. OPERASIOliAL DAN 

IliBEliTIF BAGI KEPALA DESA, PERAliGKAT DESA. BADAli 


PERlIIUSYAWARAT.AN DESA DAN LEMBAGA KElIIASYARAKATAli DESA 

BERTA KELOlIIPOK lIIASYARAKAT KELUARGA BEREliCANA 


TAHUli AliGGARAli 2018 


DEliGAli ,RABlIIAT TUBAli YANG l!/IABA. ESA 

BUPATI LAlIIPUliG UTARA, 

Menimbang . a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan 
Pasal82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Pera1:unm Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, menyatakan 
bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain:i.ana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan ,Peraturan 
Bupati Lampung Utara tentang Besaran Penghacilan Tetap, 
Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, 
Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan D~sa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa serta Kelompok Milsyarakat Keluarga 
Berencanai . 
 ' 

I· 	 iMengingat : L Undang-Undang Nomor 28 Tahun H},59 teI}-tallg Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun '1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 

, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara R,epubIik Indonesia Nomor 5495); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

,. 
\ 

http:PERlIIUSYAWARAT.AN
http:PEliGBASILA.li


, " • 

4. 	 Peraturan' Pemerintah Nomor 43 Tallun ;2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.:6 Tabun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 'lndonesia Tabun 
2014 . Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 32); 

6. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tabun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 4); 

7. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tabun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 5); 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tabun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelja Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 6); 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tabun, 
2015 tentang Tata Cara Penca1oRan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerab Kabupaten Lampung Utara Tabun 2015 
Nomor7); 

10. Peraturan Daerab Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 
Tabun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 
Lemb,aga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerab 
Kabupaten Lampung Utara Tabun 2016 Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 
Tabun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerab 
Kabupaten Lampung Utiua Tabun 2016 Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tabun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab,
Kabupaten Lampung UtaraTabun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerab Kabupaten LampungUtara Tabun 2018 Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 	PERATURAII BUPATI TENTAfiG BESA.RAN PEIfGHASILAN 
TETAP, TtJl'lJAfiGAfi, OrERASIONAL DAfi INSENTIF BAGI 
ImPALA DESA, PERANG:KAT DESA, I BADAfi 
PERMUSYAWARATAfi DESA DAfi L:EMBAGA 
KEMASYARAKATAfi DESA SERTA KELOMPOK. J/lASYARAKAT 
KELUARGA BEREIfCANA TAHUN AfiGGARAIf 2018 

BABI 
\ 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
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2. 	 Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
4. 	 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memlliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. 	 Kepala Desa. adalah Pemimpin Desa. yang dipilih langsung oleh penduduk 
Desa. yang,bersangkutan. 

6. 	 Perangkat Desa adalab pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala 
Urusan, Kepala Seksi, Kt:it>Sla Dusun dan Staf. 

7. 	 Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretarlat Desa. 
8. 	 Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasiyang membantu 

Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya. 
9. 	 Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 

hidangnya. 
10. Kepala Dusun adalah unsur pclaksa:p.a kewilayahan yang membantu Kepala 

Desa. ! 
11. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan 

administrasi keuangan,untuk menatausahakan keuangan Desa. 
12. star adalah pembantu, kepala urusan dan pembantu kepala seksi. 
13. Penghasi1an 	tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tallun dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (APB DesaI. 

15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional. 
16. Operasional adalah sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekeIjaan penelitian. 
17. Keuangan;Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksar1aaTI hak dan kewajiban Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.. 

HABIT 

MAXSUD DAN' TUJUAN 


Pasal2 

(1) 	Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk 
memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun 
Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Badan Pennusyawaratan Desa, 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan Karang Taruna. 



(2) 	 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mem~rikan k~pastian 
hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bag! Kepala 
Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif 
Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Hadan 
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat dan Karang Taruna agar 
dapat memperoleh penghasilan yang layak. 

BABm 
PENGBASILAN TETAP KEPALA DESA DAIf PERAlIGKAT DESA 

Pasal3 

(1) 	 Penghasilan tetap iliberikan kepada: 
a. Kepala Desa; dan 
b. Perangkat Desa. 

(2) 	 Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah 
sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp 1.000.000,­
b. Sekretaris Desa Rp 700.000,­
c. Kepala Seksi Rp 500.000,­
d. Kepala UrusaIl Rp 500.000,­
e. Kepala Dusun Rp. 200.000,­
f. Bendahara Desa \ . Rp. 500.000,­

(3) 	 Perangkat Desn sebagaimana dUnaksud pada ayat (1) hll1'uf b adalah 
Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (fiNS). 

(4) 	 Pengbasilan tetap sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diberikan seiama 12 
bulan tahun anggaran beJjalan. 

(5) 	 Penghasilan tetap sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bersumber dati 
Alokasi Dana Desa (ADD). 

BAD IV 
TUNJAIITGAIf imPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasa14 

(1) 	Tunjangan diberikan kepada: 
a. Kepala Desa; dan 
b. Perangkat Desa. 

(2) 	 Besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan 
setiap bulan dengan besaran sebagai berikut: 

a. Kepala Desa 	 Rp. 2.000.000,­
b. Sekretaris Desa Rp. 1.100.000,­
c. Kepala Seksi 	 Rp. 850.000,­
d. Kepala Urusan Rp. 850.000,­
e. Kepala Dusun 	 Rp. 300.000,­
f. Bendabara 	 Rp. 800 000., ­

(3) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung selama 
12 bulan Tahun Anggaran berjalan. 



(4) 	 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Perangkat Desa yang berstatus balk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non 
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS). 

(5) 	Tunjangan sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) bersumber dari Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

BABV 
TUNJANGAN BADAN PBRMUSYAWARATAN DBSA 

PasalS 

(1) 	Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberlkan setiap 
bulan dengan b~saran sebagai berikut:' , 
a. Ketua Rp. 500.000,­
b. Wakil ketua: Rp. 300.000,­
c. Sekretaris : Rp. 250.000,­
d. Anggota Rp. 200.000, 

(2) 	 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlkan terhitung selama 
12 bulan Tahun Anggaran beIjalan. 

(3) 	Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi 
Dana Desa (ADD). 

BABVI 
OPBRASlOIfAL PBMBRINTAH DBSA, 


OPERl\SIOIfAL BADAN PERMUSYAWARATAN DBSA 

DAN RUKUN TBTANGGA 


Pasal6 

(1) 	Besaran Operasianal diberikan sebagai berikut: 

a. Besaran Biaya Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 15.000.000.­
(lima belas juto. rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

b. Besaran Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 
6.000.000,- (cnamjuta rupiah) untuk satu Tahun Anggara:rt. 

c. Besar Operasional Rukun Tetangga setiap RukUn Tetangga Rp. 
1.800.000.- (satu jutt; delapan ratus ribu rupiah) pe-r Rukun Tetangga 
untuk satu Tahun Anggaran. 

(2) 	 Operasional Ruktm Tetangga tidak boleh memasukkan· honor kepada 
Individu Rukun Tetangga dan diberikan selama 12 bulan Tahun Anggaran 
beIjalan. 

(3) 	 Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dati APB Desa. 

Pasal7 

(1) 	Penghasilan tet2.p Kepala Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan 
Badan Perrnusyawatan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga masuk di Bidang 
Penyelenggara Pea1erintahan Desa. 
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(2) Anggaran bidang penyelenggara pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) maksima130% (tiga puluh perseratus) dari APE Desa. 

BABVU 
PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN . 

Pasa18 

(1) 	 Besaran E\iaya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu TallUn Anggaran. 

(2) 	 Besaran Biaya Pernbinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar 
Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

(3) 	 Besaran Biaya Pe;:nbinaan Karang Taruna sebesar Rp 5.000.000,- (lima. juta 
rupiah) untuk satu Tahun Anggaran. 

(4) 	 Besaran Biaya Pembinaan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 
19.200.000,- (scmbilan belasjuta dua ratus ribu rupiah) untuk satu Tahun 
Anggaran. 

(5) 	 Besaran Biaya Pernbinaan Guru Paud sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta 
rupiah) per Paud per Desa per Tahun untuk satu Tahun Anggaran. 

(6) 	 Besaran biaya lJcrnbinaan Rukun Tetangga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga 
juta rupiah) per Rukun Tetangga untuk satu Tahun Anggaran. 

(7) 	 Besaran,'biaya pernbinaan kader Posyab.du Rp. 4.000.0QO,- (empat juta 
rupiah) per posyandu per Desa untuk satu Tahun Anggaran. 

(8) 	 Besaran biaya pernbinaan Imam Rumah Ibadah (Imam Masjid, Pendeta, 
Pemangku, Biksc:) sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) 
per imam per Dcsa ,per Tahun untuk satu Tahun Anggaran. 

(9) 	 Besaran biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) dipcruntukan biaya operasional. 

(10) 	Besaran biaya pcrnbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), 
ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berupa insentif yang diberikan setiap bulan 
selarna 12 bulan tahun anggaran beIjalan. 

(11) 	Besaran biaya Pasa! 8 ayat (1) dan ayat (2) rnasuk di bidang pembinaan 
rnasyarakat De::::,:.. 

(12) 	Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersurnber dari 
APBDesa. 

BABvm 
PEMEIl'Zl'L!i.~r KELOlIIIPOK MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA 

Pasa19 

(1) Kelompok masyarakat keluarga berencana terdiri dari: 

a. Bina keluarg2. Balita (BKE); 
b. Bina Keluarg,t Lansia (BKL); 
c. Bina KeluargCl Remaja (BKR); dan 	 : 
d. Usaha PeningkatanPcndapatan Kcluarga Sejahtera (UP~KB). 

http:Posyab.du
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(2) 	 Pemerintah Desa daplit menganggarkan biaya operasional untuk kelompok 
masyarakat keluarga berencana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima 
ratus ribu rupiah) per kelompok per tahun untuk satu Tahun Anggaran. 

BABVlIX 

KETENTUAN PENUTUP 


PasallO 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan' Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

, 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggalOlOt -JaYJtMfLI' - 2018 

BUPATI LAlI/lPUlfG: UT.. • 

AGt 	 G ILMU MABGKUlIEGARA 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal dO! -Gc,V)va~r. 2018 

SEKRET!SDALRAH 
KABUPAT Lll.:MPUNG UTARA, 

~ 

) 

SAMSIR 
, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR ..I.~. 


